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Digitalisation in local government administration services has become an
urgent need in the modern era, including in Indonesia. This transformation
enables faster, more transparent, and easily accessible services to the public.
Digitalisation of administrative services in Minahasa Regency is part of the
local government's efforts to improve the quality, speed, and accessibility of
public services by utilising information technology. This digitalisation aims
to make public services more efficient and transparent, reducing the time
and cost required for the community to access administrative services that
are usually done manually. Digital transformation is also expected to
support regional development in facing the challenges of modernisation and
globalisation. The method used in this research is a research method with a
qualitative descriptive approach. The results showed that digitalisation of
administrative services in Minahasa Regency has great potential to improve
the quality of public services. However, challenges related to infrastructure
and human resource readiness still need to be addressed with a planned
strategy and continuous support.
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Digitalisasi dalam pelayanan administrasi pemerintah daerah telah menjadi
kebutuhan mendesak dalam era modern, termasuk di Indonesia.
Transformasi ini memungkinkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan
mudah diakses oleh masyarakat. Digitalisasi pelayanan administrasi di
Kabupaten Minahasa adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk
meningkatkan kualitas, kecepatan, dan aksesibilitas layanan publik dengan
memanfaatkan teknologi informasi. Digitalisasi ini bertujuan agar layanan
publik lebih efisien dan transparan, mengurangi waktu dan biaya yang
dibutuhkan masyarakat untuk mengakses layanan administratif yang
biasanya dilakukan secara manual. Transformasi digital juga diharapkan
dapat mendukung pengembangan daerah dalam menghadapi tantangan
modernisasi dan globalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan administratif di
Kabupaten Minahasa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas
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layanan publik. Namun, tantangan terkait infrastruktur dan kesiapan sumber
daya manusia masih perlu diatasi dengan strategi yang terencana dan
dukungan berkelanjutan.

l. PENDAHULUAN

Governansi digital didefinisikan sebagai praktik dan proses yang melibatkan penggunaan teknologi
digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan
manajemen publik. Secara umum, para ahli mendefinisikan governansi digital sebagai penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) untuk memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam
pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan
partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Digital governance juga dapat meningkatkan efisiensi dalam
pemerintahan dan manajemen publik. Meskipun definisi governansi digital dapat bervariasi, namun semua ahli
setuju bahwa teknologi digital memegang peranan penting dalam transformasi pemerintahan dan manajemen
publik di era digital saat ini.(Rantung, 2024)

Konsep dasar governansi digital merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk
meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta memberikan pelayanan yang
lebih baik dan cepat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Governansi digital
mempertemukan antara teknologi digital dan pemerintahan dengan tujuan untuk memperbaiki Kinerja
pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik.(Fang, 2002)

Governansi digital tidak hanya melibatkan aspek teknologi, tetapi juga melibatkan aspek sosial, politik,
dan ekonomi. Konsep ini mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan sistem informasi, manajemen data,
keamanan siber, privasi, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Digitalisasi dalam pelayanan administrasi pemerintah daerah telah menjadi kebutuhan mendesak dalam era
modern, termasuk di Indonesia. Transformasi ini memungkinkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah
diakses oleh masyarakat. Digitalisasi pelayanan administrasi di Kabupaten Minahasa adalah bagian dari upaya
pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan aksesibilitas layanan publik dengan memanfaatkan
teknologi informasi. Digitalisasi ini bertujuan agar layanan publik lebih efisien dan transparan, mengurangi waktu
dan biaya yang dibutuhkan masyarakat untuk mengakses layanan administratif yang biasanya dilakukan secara
manual. Transformasi digital juga diharapkan dapat mendukung pengembangan daerah dalam menghadapi
tantangan modernisasi dan globalisasi.

Kabupaten Minahasa mengikuti kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur oleh
Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, yang mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi teknologi dalam
pelayanan publik dan meningkatkan koordinasi antarinstansi secara digital (Pangerapan et al., 2022). Langkah ini
juga mencakup berbagai aplikasi, seperti Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang bertujuan untuk
mempercepat dan memudahkan pengelolaan data pegawai, meskipun penerapannya masih menghadapi hambatan
teknis, terutama dalam hal jaringan internet di daerah-daerah terpencil di Minahasa (BPS Kabupaten Minahasa
Tahun 2022)

Implementasi digitalisasi ini pun turut mempertimbangkan faktor kesiapan sumber daya manusia (SDM).
Pemerintah Kabupaten Minahasa telah mengidentifikasi perlunya pelatihan berkelanjutan untuk para pegawai dalam
mengoperasikan sistem digital dan mengelola data secara efektif. Sebagian besar pegawai pemerintahan di Minahasa
masih membutuhkan peningkatan kapasitas teknis agar mampu memanfaatkan teknologi dengan optimal. Tantangan
ini menjadi fokus utama dalam pengembangan lebih lanjut dari layanan administrasi berbasis digital di Minahasa
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(https://cybersulutnews.co.id/pemkab-minahasa-bahas-pengembangan-e-goverenment-dan-aplikasi-qglue/).
Inisiatif ini diharapkan akan membawa perubahan positif pada pelayanan publik di Kabupaten Minahasa, walaupun
realisasi digitalisasi sepenuhnya masih memerlukan perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM untuk
menghadapi tantangan era digital.

Pelayanan publik e-governance sementara dipacu dan digalakan oleh pemerintah kabupetan Minahasa.
Banyaknya dana yang sudah dihabiskan tidak sebanding dengan hasil yang di peroleh. Meskipun pelaksanaan proses
revitalisasi juga tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa dan tanpa konsep yang jelas. Salah satu kendala utama
dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon di
beberapa tempat di Minahasa belum begitu lancar. Tidak semua dapat menjalankan penggunaan aplikasi-aplikasi
dalam pelayanan egovernment. Kendala lainnya adalah masih banyaknya penyelenggara pelayanan publik dari
instansi pemerintah kabupaten Minahasa, kecamatan- kecamatan sampai ke desa atau keluarahan yang belum
mengakomodir layanan publiknya dengan fasilitas internet.

Hal ini belum terkoordinir dengan baik dan masih kuatnya kepentingan di masing-masing bidang. Tak kalah
penting lainnya adalah permasalahan dalam kemampuan atau sumber daya manusia pengelola dan penggunanya
yang tidak merata, ada yang sudah menguasi teknologi informasi dan ada yang tidak. Sehingga kesiapan
infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam pelayanan administrasi digital di Kabupaten
Minahasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tantangan infrastruktur dan kesiapan sumber daya
manusia memengaruhi keberhasilan digitalisasi pelayanan administratif di Kabupaten Minahasa. Beberapa
pertanyaan utama yang perlu dijawab meliputi: (1) Bagaimana kondisi infrastruktur teknologi saat ini di Minahasa?
(2) Apakah sumber daya manusia di pemerintahan sudah siap dalam menghadapi tuntutan digitalisasi? (3) Faktor
apa saja yang memengaruhi efektivitas implementasi digitalisasi di tingkat administrasi pemerintah?

1. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
Penelitian deskriptif dengan melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan
menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disumpulkan. Yang menjadi
sumber data adalah sumber data primer dan sekunder., Data primer merupakan data yang diperoleh dari kegiatan
hasil wawancara sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada,
berupa aturan/dokumen (Sugiyono, 2017).

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi pelayanan publik, atau sering disebut sebagai e-government, berfokus pada penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan public (Evans & Yen, 2006) . Digitalisasi ini berpotensi
meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta mengurangi biaya operasional pemerintah daerah (Heeks, 2002).
Namun, terdapat dua hambatan utama dalam pelaksanaan digitalisasi, yaitu kesiapan infrastruktur dan kesiapan
sumber daya manusia (Layne & Lee, 2001).

Menurut Zahir, infrastruktur teknologi merupakan fondasi utama dalam pengembangan sistem digital (Zahir, 2021).
Tanpa infrastruktur yang memadai, digitalisasi pelayanan publik tidak dapat berjalan secara optimal. Kesiapan
SDM, di sisi lain, juga sangat berpengaruh. Pelatihan dan pengembangan keterampilan teknis menjadi penting untuk
memastikan bahwa staf pemerintah mampu menjalankan sistem digital dengan efektif (Wijayanto, 2020).
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1. Tantangan Infrastruktur

Infrastruktur teknologi mencakup jaringan internet yang stabil, perangkat keras dan perangkat lunak yang
kompatibel, serta dukungan teknis yang memadai. Di Kabupaten Minahasa, keterbatasan jaringan internet di
beberapa daerah pedesaan menjadi salah satu kendala utama. Di beberapa wilayah Kabupaten Minahasa, terutama
daerah pedesaan, akses jaringan internet yang stabil belum tersedia. Konektivitas yang terbatas ini menyebabkan
gangguan dalam pelaksanaan layanan digital, seperti pada aplikasi administrasi kepegawaian atau layanan publik
lainnya. Tanpa jaringan yang memadai, sistem yang berbasis elektronik seringkali tidak dapat diakses oleh
masyarakat, mengurangi efektivitas digitalisasi layanan. Hal ini sering menghambat akses masyarakat terhadap
layanan administrasi digital yang telah disediakan oleh pemerintah daerah (Taufik, 2019). Ketersediaan perangkat
keras seperti komputer, server, dan perangkat penyimpanan yang diperlukan untuk mendukung digitalisasi belum
tersedia di semua instansi pemerintahan di Kabupaten Minahasa. Selain itu, perangkat yang ada kadang tidak
mencukupi atau tidak diperbarui sehingga kurang kompatibel dengan teknologi terbaru. Kondisi ini memperlambat
proses pelayanan dan mengurangi kapasitas pegawai dalam memberikan layanan yang optimal. Keterbatasan dana
untuk pengadaan perangkat keras yang modern juga menjadi hambatan tersendiri dalam implementasi digitalisasi
pelayanan. Implementasi teknologi digital di pemerintahan membutuhkan investasi yang besar, baik untuk
membangun jaringan internet yang merata, meningkatkan kapasitas perangkat keras, maupun untuk memelihara
infrastruktur yang ada. Studi oleh Zahir (Zahir, 2021) menunjukkan bahwa banyak kabupaten di Indonesia yang
belum memiliki infrastruktur jaringan yang merata, terutama di wilayah terpencil. Dalam konteks Kabupaten
Minahasa, tantangan ini memerlukan perhatian khusus dari pihak berwenang untuk mengembangkan infrastruktur
jaringan, serta dukungan finansial yang berkelanjutan guna mendukung proses digitalisasi.

Di Kabupaten Minahasa, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam ketersediaan infrastruktur
antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kondisi geografis dan kepadatan penduduk yang berbeda membuat
pembangunan infrastruktur menjadi kurang merata. Wilayah yang memiliki akses infrastruktur lebih memadai
cenderung mendapat pelayanan digital yang lebih baik, sedangkan wilayah yang infrastrukturnya masih kurang
tertinggal dari sisi aksesibilitas layanan digital.

2. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Di sisi lain, kesiapan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Minahasa menjadi tantangan yang tak kalah
penting. Kesiapan ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat dan sistem
digital, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam terhadap prosedur digitalisasi dan keamanan data. Menurut
penelitian oleh Wijayanto (2020), kesiapan SDM di level pemerintahan daerah masih terbatas, terutama pada
keterampilan teknis dalam pengelolaan sistem digital. Pemerintah Kabupaten Minahasa perlu memastikan bahwa
para pegawai administratif memiliki kompetensi yang cukup dalam mengoperasikan layanan digital. Pelatihan
berkelanjutan, sertifikasi teknologi, dan pengembangan keterampilan teknis menjadi kunci dalam membangun SDM
yang andal. Berdasarkan penelitian terdahulu (Wijayanto, 2020), pelatihan yang terencana dengan baik dapat
meningkatkan keterampilan pegawai dan memastikan kesiapan mereka dalam mendukung digitalisasi layanan
publik.

Strategi Mengatasi Tantangan
Untuk mengatasi tantangan infrastruktur dan kesiapan SDM, Kabupaten Minahasa dapat melakukan beberapa
langkah strategis:
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1) Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan penyedia
layanan internet dan sektor swasta untuk memperluas jaringan internet di wilayah pedesaan. Selain itu,
alokasi dana yang lebih besar untuk pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak juga sangat diperlukan.

2) Pelatihan Berkelanjutan bagi SDM: Program pelatihan dan peningkatan keterampilan teknologi harus menjadi
prioritas. Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan institusi pendidikan atau organisasi teknologi untuk
menyelenggarakan pelatihan rutin yang relevan dengan kebutuhan digitalisasi.

3) Membangun Kemitraan dan Kerjasama : Kolaborasi dengan sektor swasta, institusi pendidikan, dan organisasi
nirlaba dapat membantu dalam menyediakan pelatihan dan pendanaan tambahan untuk mendukung
digitalisasi pelayanan.

V. KESIMPULAN

Digitalisasi pelayanan administratif di Kabupaten Minahasa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas
layanan publik. Namun, tantangan terkait infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia masih perlu diatasi
dengan strategi yang terencana dan dukungan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus fokus pada pengembangan
infrastruktur yang merata serta peningkatan keterampilan SDM agar digitalisasi dapat berjalan efektif dan membawa
manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa.
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